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Penempatan Pegawai Dalam Meningkatkan Kinerja Di Lingkungan
Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah  Kota Samarinda

Isra Yuliana1, Djumadi2, DB. Paranoan3

Abstract
The aim of this study is to describe and analyze the placement of

officers in improving their performance. The data are taken from the
informants and key informants then supported by secondary data. In
analyzing the data, this study uses interactive model developed by Miles
and Huberman.
Keywords : Officers’ Placement, Performance, Employee Competency.

Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan

menganalisis Penempatan Pegawai Dalam Meningkatkan Kinerja. Sumber
data diambil dari informan dan key informan Sebagai informan adalah
pegawai negeri sipil, sedangkan sebagai informasi kunci adalah Kepala
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda. Selain itu
didukung dengan data sekunder yang diperoleh dari Lakip, Dokumen dan
arsip lain yang relevan dengan masalah yang diteliti. Analisis data yang
digunakan adalah model interaktif yang dikembangan oleh Miles dan
Huberman
Kata Kunci: Penempatan Pegawai, Kinerja, Kompetensi Pegawai.

Mengingat pentingnya sumberdaya manusia, maka cukup beralasanjika reformasi di segala bidang kegiatan, baik secara kelembagaan maupunpersonal mendapat perhatian yang lebih besar, karena kedudukan manusiadalam organisasi bukan hanya sekedar sebagai faktor produksi yang statissifatnya (hanya digerakkan) tetapi mempunyai posisi penting yaitu selainmenentukan kebijakan organisasi dan juga dapat menggerakkan semuapotensi yang dimiliki organisasi.Dengan demikian sudah selayaknya sumberdaya manusiadipersiapkan secara proposional dan profesional sehingga mampumenghadapi tantangan era globalisasi yang  terus berkembang. Sebenarnyauntuk menuju ke arah tersebut pemerintah telah melakukan tindakanantisipatif, bahkan berbagai kebijakan telah dikeluarkan, baik melaluiUndang-undang Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri PendayagunaanAparatur Negara  maupun Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
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Misalnya Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-PokokKepegawaian, Peraturan Pemerintah Nomor 101 tentang Pendidikan danPelatihan Pegawai Negeri Sipil, dan Keputusan Kepala Badan KepegawaianNegara Nomor 43 Tahun 2001 tentang peningkatan kompetensi pegawainegeri sipil, meski demikian konotasi kinerja pegawai diberbagai lembagapublik secara akumulatif belum sepenuhnya mampu menunjukkan hasil yangoptimal.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda,sebagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tentunya tidak terlepas daripersoalan tersebut, maka dalam mencermati fenomena yang terjadi di objekpenelitian, sudah selayaknya dilakukan langkah-langkah antisipatif sehinggamampu meredam fenomena yang terjadi, Apalagi dalam menghadapitantangan dan tuntutan masyarakat yang terus berkembang, disampingupaya  mewujudkan visi dan misi organisasi harus terealisasi, maka denganmempertimbangkan isu yang berkembang, justru diperlukan tindakan yangapalikatif oleh pimpinan lembaga yaitu mereposisi melalui penempatan kerjapegawai secara tepat atau sesuai formasi yang dibutuhkan.
Penempatan Kerja dan Kinerja Pegawai dalam Konsep Administrasi
NegaraNegara merupakan organisasi pemerintah yang dalam prosespencapaian tujuan selalu diwarnai oleh berbagai kegiatan mulai dariperencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi tidak terlepas darifungsi administrasi negara/publik. Dalam perkembangannya administrasipublik merupakan disiplin ilmu baru yaitu pada akhir tahun 1960 dan awaltahun 1970-an (Thoha, 1999 : 1). Walaupun pemunculannya tergolong barutetapi banyak mengalami perubahan dan kritik, disamping itu administrasipublik mempunyai bentuk dan misi yang harus dijunjung tinggi dan konsep-konsep yang diajukan selalu memberikan koreksi yang sesuai dengankemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Dalam lingkup ilmu-ilmusosial, administrasi publik sebagai disiplin ilmu mampu menjawabpersoalan-persoalan masyarakat (public affairs) dan manajemen dari usaha-usaha masyarakat (public Business) (Caiden, dalam Thoha, 2004 : 81).Dengan demikian akan semakin jelas bahwa istilah birokrasi identikdengan administrasi publik karena konsep Weber dalam kajiannya terhadapadministrasi publik cenderung menggunakan pendekatan  teori birokrasi.(Thoha, 1997 : 127). Menurut Weber (dalam Mustofadidjaja, (2001 : 26)birokrasi  merupakan tipe organisasi yang dipergunakan pemerintah modernuntuk melaksanakan tugas-tugasnya yang bersifat spesialisasi dandilaksanakan dalam sistem administrasi, khususnya oleh aparaturpemerintah. Pendekatan manajemen sumberdaya manusia pada sektorpublik digunakan sebagai strategi untuk memadukan berbagai aspek sumberdaya organisasi untuk menghasilkan keluaran yang optimal dan cara inidapat ditransformasi pada penempatan kerja pegawai secara tepat guna.Manajemen sumberdaya manusia merupakan suatu fungsi yang menerapkan
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azas pemanfaatan, pendayagunaan, keterpaduan, partisipasi, keadilan, dankomunikasi dua arah,  berorientasi pada tujuan yang ditetapkan (Kristiadi,1994 : 83).Menurut Soedjadi, (2001 : 176) penempatan kerja adalah suatu proseskegiatan yang dilakukan untuk menentukan seseorang pada posisi yangsesuai dengan formasi yang dibutuhkan. Ini berarti penempatan kerjapegawai dilakukan dalam rangka mengisi formasi yang disesuaikan dengankemampuan, keterampilan dan keahlian pegawai yang bersangkutan. Daripendapat tersebut kemudian dipertegas oleh Siagian, (2003 : 103) bahwapenempatan kerja merupakan tindakan dalam rangka memperoleh untukmeningkatkan kinerja pegawai, karena dengan penempatan kerja yang tepatakan lebih efektif dalam melaksanakan tugasnya. Pendapat senada jugadisampaikan Wursanto, (2001 : 73) bahwa  apabila seseorang ditempatkanselaras antara keterampilannya dan keahlian dengan bidang kerjanya  makapegawai tersebut akan lebih bergairah melaksanakan tugasnya yangberujung pada meningkatnya kinerja pegawai yang bersangkutan.Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwapenempatan kerja pegawai merupakan determinan penting untukmenunjang peningkatan kinerja, selama pegawai yang bersangkutanditempatkan pada posisi yang tepat sehingga pegawai lebih bergairah untukmelaksanakan tugasnya. Oleh sebab itu dalam penempatannya harusdisesuaikan/diselaraskan antara latar belakang dan tingkat pendidikan,kompetensi, keterampilan dan keahlian, dan pengalaman  dengan formasiyang tersedia. Sebagaimana yang dikemukakan Simamora, 2004 : 172),bahwa apabila seseorang ditempatkan pada suatu organisasi dimana yangbersangkutan melakukan yang sesuai dengan keahlian dan keterampilannya,pegawai tersebut akan bergairah kerja, berperilaku positif dan berusahamemberikan sumbangan yang paling maksimal ke arah pencapaian tujuanorganisasi.Melalui pembahasan  penempatan kerja pegawai dimaksud akan lebihefektif apabila diperlukan peran personalia, karena bidang ini khususmenangani semua pegawai, baik dari segi pembinaan maupunpengembangan. Sedangkan untuk menghasilkan pegawai yang produktiftergantung pada tingkat kemampuan dalam memainkan perannya sebagaimanajemen personalia. Melalui cara tersebut manajemen personalia mampumenganalisis tugas-tugas pegawai secara objektif sehingga adakecenderungan untuk meningkatkan kinerja pegawai. Sebenarnya kajiananalisis pekerjaan sangat diperlukan untuk memastikan informasi yang tepatmengenai karakteristik seseorang yang akan ditempatkan. Karena caratersebut bukan saja mendapat keterangan mengenai karakteristik pegawai,tetapi memperoleh keterangan mengenai jenis pekerjaan yang cocok untukdiberikan.(Manullang, 2001 : 39).Sehubungan dengan penempatan kerja pegawai negeri sipil diaturberdasarkan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999, tentang Pokok-pokokKepegawaian. Kemudian dijabarkan pada Kemenpan Nomor PAN
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61/M.Pan/6/2004 tentang analisis pekerjaan. Dalam Kebijakan tersebutmenetapkan mengenai uraian jabatan, jenis dan kualifikasi pegawai sekaligussyarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menduduki  jabatan.Setelah melakukan penempatan kerja yang sesuai dengan bidangkeahlian, maka penilaian kinerja dapat dilakukan. Kinerja merupakanperwujudan hasil kerja yang dicapai pegawai dalam kurun waktu tertentuyang didasarkan atas kewenangan yang dimiliki. Kinerja biasanya dipakaisebagai dasar penilaian terhadap pegawai atau organisasi. Kinerja yang baikmerupakan suatu langkah menuju tercapainya tujuan organisasi. Oleh karenaitu kinerja merupakan sasaran penentu dalam mencapai tujuan organisasi,tetapi hal ini tidak mudah dicapai, karena banyak faktor yang mempengaruhidan tergantung pada motivasi dan etos kerja pegawai yang bersangkutan.Menurut Siswanto (2002:231) bahwa penilaian kinerja  adalah suatukegiatan yang dilakukan  manajemen/ penyelia untuk menilai kinerjadengan uraian/deskripsi pekerjaan dalam suatu periode tertentu.Menurut Hasibuan  (2008 : 93) bahwa “Kinerja adalah suatu hasilkerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yangdibebankan kepadanya, yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dankesungguhan serta etos kerja”. Menurut  Sianipar (2001:4), kinerja adalahhasil dari fungsi suatu pekerjaan atau kegiatan tertentu selama periodewaktu tertentu. Pengertian ini ada tiga aspek yang perlu dipahami setiappegawai atau pemimpinan suatu organisasi/ unit kerja, yakni : 1) Kejelasantugas atau pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya; 2) Kejelasan hasilyang diharapkan dari suatu pekerjaan/fungsi; 3) Waktu yang diperlukanmenyelesaikan suatu pekerjaan agar hasil yang diharapkan dapat terlaksanaatau terwujud. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kinerjamerupakan hasil kerja yang dicapai seseorang dalam kurun waktu tertentu,yang didasarkan atas wewenang dan tanggung jawab yang ditentukan dantidak melanggar hukum.Menurut Simamora (2001:416) “Pengukuran kinerja  adalahmerupakan  suatu alat manajemen  untuk meningkatkan  kualitaspengambilan keputusan dan akuntabilitas”. Dalam hal  penilaian kinerja,menurut Simamora adalah proses  yang mengukur karyawan, penilaiankinerja pada umumnya mencakup dua hal,  baik dari aspek  kualitatifmaupun kuantitatif dari hasil kerja yang dilakukan manusia.Menurut  Mc Gill (2000:6) “Kinerja merupakan  fungsi potensi.Mencapai dan memelihara kinerja memerlukan berbagai proseskeorganisasian  yang memungkinkan  orang dan  program  mewujudkanpotensi  mereka sepenuhnya. Jadi, kinerja  merupakan perwujudan  hasilkerja  yang dilakukan  oleh karyawan  yang biasanya dipakai sebagai dasarpenilaian terhadap  karyawan dan organisasi. Seseorang dapat dikatakanmemiliki kinerja  yang baik apabila  memenuhi standar performa denganhasil kerja  yang tinggi selama  periode  tertentu dibandingkan  dengantarget/sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu.  Dengandemikian  kinerja  merupakan suatu  capaian hasil kerja seseorang sesuai
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beban tanggung jawabnya  menurut standard yang berlaku pada  masing-masing organisasi.
Metode PenelitianPenelitian yang dilakukan penulis termasuk penelitian  deskriptifkualitatif yaitu suatu penelitian bertujuan untuk mengambarkan fenomenamelalui lensa-lensa dan mencari pola-pola hubungan konsep yangsebelumnya tidak ditentukan. Dengan fokus penelitian membahas mengenaipenempatan pegawai serta faktor yang mendukung dan menghambatpenempatan kerja pegawai dalam meningkatkan kinerja. Sumber datadiambil dari informan dan key informan Sebagai informan adalah pegawainegeri sipil, sedangkan sebagai informasi kunci adalah Kepala BadanPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda. Selain itu didukungdengan data sekunder yang diperoleh dari Lakip, Dokumen dan arsip lainyang relevan dengan masalah yang diteliti. Analisis data yang digunakanadalah model interaktif yang dikembangan oleh Miles dan Huberman.
Penempatan Pegawai Dalam Meningkatkan Kinerja Di Lingkungan
Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah  Kota Samarinda

Penempatan pegawai berdasarkan tingkat pendidikanDari hasil observasi penelitian menunjukkan bahwa dalam halpenempatan pegawai di lingkungan kerja Badan Pengelolaan Keuangan danAset Daerah, tidak semua dalam penempatan pegawai selaras antara tingkatpendidikan dengan jenis pekerjaan. Seharusnya setiap pegawai dalammelaksanakan tugasnya harus selaras antara tingkat pendidikan dengan jenispekerjaan. Seperti yang disampaikan oleh Siagian (2001 : 112), bahwa dalamrangka mendorong motivasi pegawai untuk peningkatan kinerja manakalapegawai yang bersangkutan ditempatkan pada posisi yang tepat atau adakeselarasan antara tingkat pendidikan dengan jenis pekerjaan.Ini berarti secara faktual menunjukkan bahwa hasil penelitian yangdilakukan ternyata diterima teori yaitu jika pegawai ditempatkan pada posisiyang tepat atau selaras antara tingkat pendidikan dengan jenis pekerjaan,maka pegawai lebih terpacu untuk meningkatkan kinerja. Oleh karena itupenempatan pegawai hendaknya diselaraskan antara tingkat pendidikandengan jenis pekerjaan, sehingga pegawai dapat lebih berkembang dan lebihkreatif. Dari hasil observasi di objek penelitian menunjukkan adanya indikasibahwa penempatan pegawai di Badan Pengelolaan Keuangan dan AsetDaerah secara berangsur-angsur telah mengalami perbaikan, artinya adaperubahan dan perbaikan dalam penempatan pegawai di lembaga tersebut.Dalam hal ketidakselarasan penempatan kerja pegawai di lembaga tersebutbukan hanya terpaut oleh tingkat  pendidikan saja tetapi juga menyangkutlatar belakang pendidikan dan pengalaman kerja, yang berujung pada kinerjapegawai.
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Penempatan Pegawai Berdasarkan KompetensiBerdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penempatan kerjapegawai dilihat dari aspek kompetensi pegawai dengan volume pekerjaan diBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda belumsemuanya memenuhi kualifikasi yang diharapkan. Meski demikian secararepersentatif mengidikasikan dari 123 pegawai 74 % sudah sesuai kualifikasiyang diharapkan atau sebagian besar pegawai sudah selaras antarakompetensi dengan volume pekerjaan.Kemudian dari hasil observasi menunjukkan bahwa masalahpenempatan pegawai di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah KotaSamarinda masih menjadi masalah yang krusial, tetapi secara akumulatiftelah menunjukkan indikasi yang cukup baik. Artinya dari pegawai yang adapada masing masing-masing unit kerja pada Badan Pengelolaan Keuangandan Aset Daerah sebagian besar sudah tertata baik. Masih adanya sebagiankecil pegawai yang tidak selaras antara kompetensi pegawai dengan volumepekerjaan merupakan suatu hal yang logis karena kejadian seperti itu selaluterjadi di lembaga public. Hal ini disebabkan karena kurangnya analisispekerjaan dengan jumlah pegawai sehingga tidak diketahui nilai ratiopekerjaan yang akan dikerjakan oleh pegawai. Karena itu tidakmengherankan jika terjadi ketidakseimbangan dalam volume pekerjaan.Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai ketidakselarasanantara kompetensi pegawai dengan beban kerja, dapat ditampilkan padatabel berikut ini.
Tabel 1

Keselarasan Kompetensi Pegawai Dengan Beban/Volume
Pekerjaan di Badan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah Kota SamrindaNo Bagian / Unit Kerja TidakSesuai Sesuai Jumlah(1) (2) (3) (4) (5)1 Sekretariat 4 orang 23 orang 27 orang2 Bidang Anggaran 3 orang 16 orang 19 orang3 Bidang Perbendaharaandan Verifikasi 4 orang 18 orang 22 orang4. Bidang Akuntansi 3 orang 16 orang 19 orang5. Bidang Peralatan danPerlengkapan 2 orang 16 orang 18 orang6. Bidang Aset Daerah 3 orang 15 orang 18 orangJumlah 18 orang 107 orang 123 orang
Sumber :  Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samrinda, 2014Sesuai data yag diperoleh di objek penelitian menunjukkan bahwadari 123 pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota
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Samarinda, beberapa diantaranya tidak selaras antara kompetensi pegawaidengan beban/volume pekerjaan sebanyak 18 pegawai. Dari jumlah tersebutdiantaranya  terdapat 4 orang atau 3.25% di Bagian Sekretariat, kemudiandibidang anggaran sebanyak 3 orang atau 2.43%,  Bidang Perbendaharaandan Verifikasi sebanyak 4 orang atau 3.25%,  Bidang Akuntansi sebanyak 3orang atau 2.43%, Bidang Peralatan dan Perlengkapan sebanyak 2 orang atau1.62%, dan Bidang Aset Daerah sebanyak 3 orang atau 2.43%.
Penempatan Pegawai Berdasarkan Keterampilan & KeahlianSuatu hal dianggap rasional manakala penempatan pegawai harusdiselarskan antara keterampilan dan keahlian pegawai dengan bidangkerjanya. Secara teoritis bahwa suatu pekerjaan akan daapat diselesaikanlebih efektif manakala dikerjakan oleh ahlinya, karena itu penempatanpegawai tentunya perlu mempertimbangkan antara keterampilan dankeahlian pegawai dengan bidang kerjanya.Berdasarkan hasil observasi menunjukkan indikasi bahwapenempatan pegawai ditinjau dari aspek keselarasan antara keterampilandan keahlian dengan bidang pekerjaan di lembaga tersebut sudahmenunjukkan perubahan yang berarti karena tindakan yang dilakukan dapatmengurangi kesenjangan yaitu bertambahnya pegawai yang selaras antaraketerampilan dan keahlian dengan bidang kerjanya. Untuk mengetahui lebihlanjut mengenai ketidakselarasan antara keterampilan dan keahlian denganbidang kerjanya dapat ditampilkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2
Penempatan Pegawai Berdasarkan Keterampilan dan Keahlian

Dengan Bidang Kerjanya di Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kota Samrinda

No Bagian / Unit Kerja TidakSesuai Sesuai Jumlah(1) (2) (4) (5) (3)1. Sekretariat 5 orang 22 orang 27 orang2. Bidang Anggaran 2 orang 17 orang 19 orang3. Bidang Perbendaharaandan Verifikasi 3 orang 19 orang 22 orang4. Bidang Akuntansi 4 orang 15 orang 19 orang5. Bidang Peralatan danPerlengkapan 3 orang 15 orang 18 orang6. Bidang Aset Daerah 4 orang 14 orang 18 orangJumlah 21 orang 102 orang 123 orang
Sumber :  Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda,
2014.
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Penempatan pegawai yang didasarkan pada aspek keterampilan dankeahlian sebagaimana yang dikemukakan pata tabel diatas sacara faktualmasih terdapat sejumlah pegawai yang kurang sesuai penempatannya. Sesuaidata terdapat 21 pegawai yang kurang memenuhi kualifikasi yangdiharapkan. Dari jumlah tersebut diantaranya terdapat pada BagianSekretariat sebanyak 5 orang atau 4,06 % dari jumlah pegawai yang kurangsesuai penempatannya, kemudian pada Bidang Anggaran sebanyak 2pegawai atau 1,163 %, pada Bagian Perbendaharaan dan Verifikasi sebanyak3 pegawai atau 2,44 %, pada Bagian Akuntansi sebanyak 4 orang atau 3,25 %,pada Bidang Peralatan dan Perlengkapan sebanyak 3 pegawai atau 2,44 %dan pada Bidang Aset Daerah sebanyak 4 pegawai atau 2,25 %. Berdasarkanfakta pada objek penelitian menunjukkan bahwa penempatan kerja pegawaidi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samrinda masihterdapat kesenjangan antara harapan dengan kenyataan atau dengan katalain seharusnya setiap formasi diisi oleh pegawai yang mempunyaiketerampilan dan keahlian tetapi faktanya terdapat pegawai yang tidakmemiliki keterampilan dan keahlian sesuai bidang kerjanya. Dengandemikian penempatan kerja pegawai ditinjau dari aspek keselarasan antaraketerampilan dan keahlian dengan bidang kerjanya belum semuanyaterpenuhi.
Penempatan Pegawai Berdasarkan Latar Belakang  PendidikanPada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 61tahun 2004 tentang analisis jabatan, bahwa latar belakang pendidikanmenjadi petimbangan untuk menentukan posisi seseorang dalam pekerjaan.Dari pendapat tersebut kemudian didukung oleh  Siagian, (2001 : 163)menyatakan bahwa untuk mengisi formasi pekerjaan hendaknya disesuaikandengan latar belakang pendidikan. Baik bagi pegawai selaku  staf maupunpegawai yang menduduki jabatan struktural atau yang mempunyai eselon.Dari hasil observasi menunjukkan bahwa penempatan pegawai sudahsesuai kriteria yang ditentukan dalam analisis jabatan sebagaimana yangdiatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Negara Nomor Kep. 61/M.PAN/6/ 2004, Tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan ataumemenuhi persyaratan dalam jabatan tetapi secara representatifpenempatan pegawai sudah sesuai berdasarkan latar belakang pendidikan.Kesenjangan memang tidak bisa dihindarkan karena distribusipegawai dari Badan Kepegawaian Daerah tidak sesuai yang diusulkan/dihadapkan maka penempatan pegawai terlepas dari formasi yangdibutuhkan. Sebagai satuan kerja pemerintah daerah maka BadanPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samrinda mau atau tidak maumenerimanya meskipun pegawai yang dibutuhkan tidak sesuai kualifikasiyang diharapkan. Menghadapi kondisi demikian Badan PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda dihadapkan pada pilihan yangsulit sehingga membuat penempatan pegawai kurang efektif. Dengandemikian penempatan pegawai berdasarkan latar belakang pendidikan
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kurang terpenuhi, dan pada akhirnya penempatan pegawai tidak sesuaikualifikasi yang dibutuhkan. Disisi lain juga adanya indikasi pengangkatanjabatan yang dilakukan melalui pendekatan politis, karena kuatnya ikatanprimordial, dan adanya hubungan emosional maka penempatan danpengangkatan jabatan sangat tergantung pada pemegang otoritas. Dengandemikian penempatan/pengangkatan jabatan tidak lagi menggunakanpendekatan teoritis dan normatif, sehingga berujung pada kurang optimalnyakinerja pegawaai.
Penempatan Pegawai Berdasarkan KepangkatanSecara konseptual penempatan pegawai yang tepat berimplikasiterhadap kinerja pegawai. Terutama ditinjau dari segi kepangkatan tentunyaharus sesuai dengan pekerjaan yang dibebankan. Semakin tinggi pangkatseseorang, semakin besar pula beban kerja yang akan ditanggung.  Demikianhalnya terhadap penempatan pegawai struktural memang harus memenuhipersyaratan yang ditentukan. Artinya pengangkatan dalam jabatan pegawaiharus memenuhi kriteria yang dipersyaratan.Di lingkungan kerja organisasi pemerintah, pengangkatan jabatandiatur dalam Kepmenpan dan Menteri Dalam Negeri Nomor  05 Tahun 2005tentang Pengangkatan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, dan PeraturanPemerintah Nomor 48 tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorermenjadi CPNS. Atas dasar kebijakan tersebut penempatan/pengangkatanjabatan pegawai negeri sipil dapat dijadikan sebagai dasar pelaksanaannya.Seiring dengan penempatan pegawai, baik yang berkenaan pengangkatanjabatan maupun penempatan kerja bagi calon pegawai negeri sipil tetapmengacu pada pertimbangan yang tersirat dalam kebijakan tersebut. Tetapifakta menunjukkan bahwa penempatan pegawai di lingkungan kerja BadanPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah meskipun tingkat kepangkatanmenjadi pertimbangan untuk mengangkat seseorang menduduki jabatan,tetapi realitasnya tidak selalu demikian. Justru faktor kompetensi danprestasi pegawai menjadi pertimbangan utama untuk menentukan seseoranguntuk menduduki jabatan. Artinya pegawai yang memiliki kepangkatan lebihtinggi sebagai jaminan untuk menduduki jabatan struktural. Ternyataterdapat pegawai yang memiliki kepangkatan lebih rendah, justrumendapatkan kesempatan untuk menduduki jabatan.Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai penempatanpegawai yang didasarkan atas kepangkatan dapat ditampilkan pada tabelberikut ini.

Tabel 3
Penempatan Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kota Samarinda Berdasarkan Kepangkatan

No Bagian / Unit Kerja TidakSesuai Sesuai Jumlah(1) (2) (4) (5) (3)
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1 Sekretariat 3 orang 24 orang 27 orang2 Bidang Anggaran 1 orang 18 orang 19 orang3 Bidang Perbendaharaandan Verifikasi 2 orang 20 orang 22 orang4. Bidang Akuntansi 2 orang 17 orang 19 orang5. Bidang Peralatan danPerlengkapan 2 orang 16 orang 18 orang6. Bidang Aset Daerah 2 orang 16 orang 18 orangJumlah 12 orang 111 orang 123 orang
Sumber :  Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda,
2014. Secara faktual mengenai penempatan pegawai yang didasarkan ataskepangkatan di  Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah KotaSamrinda, meskipun masih ditemukan adanya kesenjangan tetapi secararepersentatif mengindikasikan cukup baik, sebab hanya sebagian kecilpegawai dalam penempatannya terlepas dari persyaratan kepangkatan.Terindikasi oleh data bahwa dari 23 pegawai  yang menduduki jabatanterdapat 2 pegawai yang kurang memenuhi persyarakat kepangkatan.Berdasarkan hasil observasi diobjek penelitian menunjukkan bahwa tidaksemua yang ditempatkan pada formasi atau jabatan tertentu memenuhistandar kepangkatan. Dengan demikian ketika melaksanakan tugasnya, tidakmemiliki otoritas sepenuhnya, sebab yang bersangkutan tidak memenuhipersyaratan sesuai standar dalam jabatan, sehingga posisi ataukedudukannya hanya sebagai pejabat pelaksanaan tugas.
Penempatan Pegawai Berdasarkan Pengalaman KerjaPengalaman kerja merupakan salah satu alternatif untuk menentukanseseorang dalam suatu pekerjaan, sebab suatu pekerjaan dikerjakan olehorang yang mempunyai pengalaman niscaya hasilnya lebih baik. Oleh sebabitu dalam menempatkan pegawai perlu mempertimbangkan pengalamanyang dimiliki, dan atas pengalaman itulah seseorang dapat menyelesaikantugasnya dengan baik.Dari hasil observasi menunjukkan bahwa soal penempatan pegawai dilingkungan kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah KotaSamarinda, selalu merujuk pada pengalaman kerja kerja yang dimilikipegawai yang bersangkutan Setidaknya ada pengkajian terhadappengalaman pegawai yang dimilkiki, sehingga terkesan tidak asal jadi.Terkecuali pada pegawai yang baru diangkat, karena  belum mempunyaipengalaman kerja, maka  diberikan pembinaan. Dalam hal pengalaman kerjapegawai di lingkungan kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan AsetDaerah Kota Samarinda terindikasi bervariasi. Ada yang mempunyaipengalaman kerja kerja 10, 15, 20 tahun hingga diatas 30 tahun. Atas dasarpengalaman itulah dijadikan bahan pertimbangan untuk penempatan kerjapegawai, dengan maksud agar tidak terjadi distorsi pekerjaan. Dengan
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demikian dapat dikatakan bahwa penempatan kerja yang didasarkan ataspengalaman kerja, berimplikasi terhadap kinerja pegawai. Dengan demikianpengalaman merupakan salah satu faktor untuk menunjang kelancaran tugasyang berujung pada peningkatan kinerja pegawai.
Faktor Pendukung dan Penghambat Penempatan PegawaiFaktor-faktor yang mendukung dalam penempatan kerja pegawaiBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda, antara lainUndang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian.Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep. 61/M.PAN/6/2004, tentang pedoman pelaksanaan analisis jabatan. Keputusan MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 05Tahun 2005 tentang  Pengangkatan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, PeraturanPemerintah Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honormenjadi calon pegawai negeri sipil,  dan kuatnya komitmen Kepala BadanPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda dan  pimpinanvertikal pemerintahan Kota Samarinda mendukung penempatan pegawaisesuai formasi yang tersedia. dan lingkungan kerja di lembaga tersebutmemungkinkan penempatan kerja pegawai dapat dilaksanakan sesuai yangdiharapkan, Sedangkan faktor-faktor yang menghambat penempatanpegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarindaantara lain terdapat perbedaan sudut pandangan diantara anggota adanyaperlakuan diskriminatif terhadap pegawai yang ditempatkan, Kurangefektifnya tindakan Baperjakat dalam pengangkatan jabatan. Masih kuatnyaikatan primordial dan hubungan emosional antara atasan dengan bawahansehingga berpotensi penempatan kerja pegawai kurang objektif, terbatasnyakewenangan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah KotaSamarinda untuk menentukan pegawai yang dibutuhkan untuk mengisiformasi yang terseia.
KesimpulanBerdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dikemukakansebelumnya  maka dapat ditarik  kesimpulan sebagai berikut Penempatanpegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah KotaSamarinda secara implementatif kurang memenuhi kualifikasi yangdiharapkan, atau kurang selaras antara formasi/bidang pekerjaan dengankapasitas dan kompetensi pegawai sehingga kinerja pegawai kurangmencapai hasil yang optimal. Hal tersebut dapat diketahui dari parameteryang ditetapkan, tidak semua penempatan pegawai selaras pada posisi yangtepat, sehingga berimplikasi terhadap kinerja pegawai secara akumulatifkurang optimal.
Saran-SaranDari beberapa kesimpulan yang dikemukakan di atas, maka penulisakan mengajukan beberapa  saran sebagai berikut :
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1. Sebaiknya dengan kurang efektifnya penempatan pegawai di lembagatersebut maka dalam rangka efektivitas kinerja pegawai perludilakukan penataan ulang terhadap komposisi pegawai agar sesuaidengan formasi yang tersedia. Dengan cara mengidentifikasi pegawaidan menempatkan pada formasi yang tepat.2. Seharusnya dengan masih banyaknya pegawai yang ditempatkantidak sesuai antara latar belakang pendidikan dengan jabatan makademi keselerasan antara latar belakang pendidikan dengan jabatanperlu dilakukan penataan ulang terhadap pegawai, dan menempatanpegawai sesuai bidang kerjanya.3. Guna Menyamakan persepsi antar unsur pimpinan untuk mengatasipermasalahan yang berkenaan dengan penempatan  pegawai,sehingga tidak terjadi kesenjangan antara formasi yang tersediadengan pegawai yang akan ditempatkan. Maka dapat dilakukandengan cara menyesuaikan antara kapasitas dan kompetensi denganbidang kerjanya.4. Mengingat masih terdapat sejumlah pegawai dalam penempatannyakurang selaras dengan bidang kerjanya maka dalam rangkaoptimalisasi kinerja, perlu menyesuaikan diri antara keterampilan dankeahlian dengan bidang kerjanya.5. Karena masih terdapat sejumlah pegawai dalam penempatannyakurang selaras antara kompetensi dengan beban kerja/volumepekerjaan maka langkah yang perlu dilakukan adalah menata kembaliatau menempatkan pegawai sesuai bidang kerjanya.6. Sehubungan masih banyaknya pegawai yang tidak mempunyailegalitas pelatihan maka dalam rangka optimalisasi kinerja, perlumemberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihansesuai bidang kerjanya, dengan cara mengusulkan melalui rencanakerja yang dibuat tiap tahun anggaran.
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